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ABSTRACT 
Development of places of entertainment in Tulungagung that can increase revenue in Tulungagung in particular 
especially from entertainment tax sector. This study aims to know the amount of potential tax revenues entertainment, the 
effectiveness of tax collection in Tulungagung entertainment and amusement determine the contribution of tax revenue to the 
Local Tax Tulungagung The results show that the potential tax revenues entertainment in Tulungagung years 2012-2014 still 
greater than the target amount and the actual amount of tax revenues entertainment. The effectiveness of the entertainment tax 
years 2012-2014 has always been above 100% but tend to fluctuating the Entertainment tax income contribution of the local tax 
revenue Tulungagung always categorized as lacking during the years 2012-2014. The largest contribution in 2013 is 
1.75%.Regional Revenue Office Tulungagung should direct observation on a regular basis against the organizers of 
entertainment venues and improve socialization to the organizers of the new entertainment venues to meet his tax obligations 
Keywords : Potential, Entertainment Tax, Contributions 
ABSTRAK 
Berkembangnya tempat-tempat hiburan di Tulungagung merupakan hal yang dapat meningkatkan 
pendapatan asli daerah di Tulungagung khususnya dari sektor pajak hiburan.  Penelitian ini bertujuan untuk 
Mengetahui jumlah potensi pendapatan  pajak hiburan, efektifitas pemungutan pajak hiburan di Tulungagung serta 
mengetahui kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap Pajak Daerah Tulungagung Efektivitas pajak hiburan 
tahun 2012-2014 selalu berada diatas 100% namun cenderung fluktuatif. Kontribusi pendapatan pajak hiburan 
terhadap pendapatan pajak daerah Tulungagung selama tahun 2012-2014 selalu termasuk kategori sangat kurang. 
Kontribusi terbesar pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,75%.. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung 
sebaiknya melakukan pengamatan langsung secara berkala terhadap para penyelenggara tempat hiburan serta 
meningkatkan sosialisasi kepada para penyelenggara tempat hiburan baru untuk memenuhi kewajiban pajaknya 
Kata kunci : Potensi, Pajak Hiburan, Kontribusi 
PENDAHULUAN 
       Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur 
mengenai kewajiban yang diberikan kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan 
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan atau yang 
dinamakan Otonomi Daerah. 
Tujuan dari kebijakan ini salah satunya agar setiap 
wilayah di Indonesia mampu memaksimalkan 
kemampuan masyarakat dan kekayaan alam yang 
dimiliki serta menggali sumber-sumber potensi yang 
ada yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 
daerah masing-masing wilayah. Tujuan Otonomi 
Daerah tercantum dalam Undang – undang Nomor 
22 Tahun 1999. Kebijakan Otonomi Daerah dalam 
penerapanya di masyarakat masih muncul berbagai 
macam masalah terkait dengan diberlakukanya 
peraturan tentang otonomi daerah.  
Pemimpin dari suatu wilayah dituntut untuk 
dapat bekerjasama untuk lebih kreatif dalam 
mengembangkan potensi sekecil apa pun yang 
dimiliki agar menghasilkan sumber pendapatan bagi 
masyarakatnya maupun bagi daerah itu sendiri dalam 
bentuk pendapatan asli daerah. Tulungagung 
termasuk salah satu kota yang sedang berusaha untuk 
mengoptimalkan pendapatan daerahnya dengan turut 
melibatkan masyarakatnya. Kepala Dinas Pendapatan 
Tulungagung, Eko Asistono menyatakan bahwa 
beberapa tahun terakhir dari tahun 2012-2014 muncul 
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tempat-tempat hiburan baru di Tulungagung. Jenis 
dari tempat hiburan di Tulungagung juga bervariasi. 
Berkembangnya tempat-tempat hiburan di 
Tulungagung merupakan hal yang dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah di 
Tulungagung khususnya dari sektor pajak. Hal ini 
disebabkan karena tempat-tempat hiburan seperti 
karaoke dan bioskop merupakan jenis tempat usaha 
yang dapat dikukuhkan sebagai objek pajak dan 
diwajibkan untuk membayar pajak.  
Tabel 1 : Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten 
Tulungagung 
Tahun Tahun Jumlah Wajib Pajak 
2012 Rp. 270.000.000 Rp. 335.000.000 
2013 Rp. 370.000.000 Rp. 449.000.000 
2014 Rp. 370.000.000 Rp. 518.000.000 
Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, 2015 
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa Meningkatnya 
jumlah realisasi pajak hiburan tiap tahun justru tidak 
diikuti dengan meningkatnya jumlah target yang 
ditetapkan setiap tahunnya. Tahun  2014 target yang 
ditetapkan sama dengan target yang ditetapkan pada 
tahun 2013. Fakta ini menimbulkan pertanyaan terkait 
dengan usaha dari Dinas Pendapatan Tulungagung 
untuk memaksimalkan potensi dari pajak hiburan di 
Tulungagung yang tidak konsisten meningkatkan 
target pendapatan dari pajak hiburan meskipun 
jumlah tempat-tempat hiburan di Tulungagung 
jumlahnya meningkat. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti akan 
melakukan penelitian mengenai potensi pajak hiburan 
yang dimiliki Tulungagung kemudian melihat 
seberapa besar kontribusi dari pendapatan Pajak 
Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Tulungagung dari sektor Pajak Daerah, sehingga 
dalam penelitian ini judul yang dipilih adalah 
“Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan dan 
Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah 
(Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2012-2014)”. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui jumlah potensi 
pendapatan  pajak hiburan, mengetahui efektivitas 
pajak hiburan dan kontribusi pendapatan pajak 
hiburan terhadap Pajak Daerah Tulungagung. 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1   Pajak 
 Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara. 
Iuran rakyat berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 
Mardiasmo (2013: 1). Pajak dapat diartikan sebagai 
suatu iuran yang dilakukan oleh rakyat dan sifatnya 
memaksa yang masuk ke kas negara yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum. 
1. Pajak Hiburan 
 Sesuai dengan Undang-undang Republik 
Indonesia nomor 28 tahun 2009 yang mengatur 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan 
yang mengatur tentang pajak hiburan terdapat pada 
Pasal 1 angka 24 dan 25 yang menjelaskan bahwa 
pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 
hiburan.  
2.2   Definisi Potensi 
Potensi merupakan daya, kekuatan, atau 
kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan 
seratus persen (Prakosa, 2005:42). Potensi bisa disebut 
sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang 
terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan 
secara optimal (Endra, 2004: 6). Potensi pajak hiburan 
dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki 
yang seharusnya dapat dioptimalkan dengan 
maksimal sehingga diperoleh hasil seratus persen dari 
hasil pemungutan pajak hiburan tersebut.Menghitung 




2.3   Definisi Efektifitas 
 Efektifitas merupakan sebuah pengukuran 
dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan (Handayaningrat, 1995:16). 
Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan 
seberapa jauh program atau kegiatan mencapai hasil 
dan manfaat yang diharapkan. Rumus untuk 
mengukur efektifitas yang terkait dengan perpajakan 
adalah sebagai berikut:  
 
2.4    Definisi Kontribusi 
Kontribusi diartikan sebagai sumbangan uang 
atau sokongan (Dany, 2006:64). Kontribusi dapat 
diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh 
suatu pihak yang diberikan kepada pihak lainya yang 
selanjutnya akan dimanfaatkan. Untuk menghitung 
kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pajak 
Daerah menurut Daud dalam Halim (2005:163) 
digunakan rumus sebagai berikut: 
 
 
Potensi Pajak Hiburan = Omzet Hiburan × Tarif Pajak 
Hiburan 
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 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang 
memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan 
sejlas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek 
yang diteliti (Kountur, 2005:72). Penetapan obyek yang 
menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 
Potensi pajak hiburan di Tulungagung pada tahun 
2012-2014, Efektivitas pajak hiburan di Tulungagung 
pada tahun 2012-2014, Kontribusi Pajak Hiburan 
terhadap Pajak Daerah di Tulungagung pada tahun 
2012-2014. Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas 
Pendapatan Kabupaten Tulungagung. 
 Teknik Analisis data adalah proses mengatur 
urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu 
pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Patton dalam 
Moleong, 2005:280). Analisis data ini digunakan untuk 
mengolah data-data yang berhasil dikumpulkan 
peneltiti dari lokasi penelitian yang masih bersifat 
mentah menjadi suatu data yang tersaji dapat 
memberikan alternatif pemecahan masalah dari 
peneliti yang dilakukan, adapun teknik analisis yang 
digunakan dalam penilisan ini diantaranya analisis 
potensi, analisis efektivitas dan analisis kontribusi. 
 Analisis potensi digunakan untuk mengetahui 
jumlah potensi pajak hiburan yang dimiliki 
Tulungagung. Potensi yang ada kemudian digunakan 
sebagai pembanding penerimaan untuk masa yang 
akan datang,  sehingga akan dapat diperkirakan 
rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk 
menggali potensi yang terpendam tersebut untuk 
menentukan berapa besarnya rencana penerimaan 
yang akan dating (Mahmudi, 2010:2). 
 Analisis efektifitas digunakan untuk menghitung 
nilai efektifitas dari pajak hiburan di Tulungagung. 
Nilai efektifitas yang diperoleh dari perhitungan 
rumus tersebut dapat ditentukan tingkat 
efektifitasnya. Perhitungan rumus tersebut efektivitas 
akan menghasilkan nilai yang menunjukkan nilai dari 
efektifitas suatu hal yang dihitung dalam bentuk 
satuan persen (%). Nilai dalam bentuk persen tersebut 
kemudian dapat dicocokkan dengan tabel kriteria 
yang kemudian dapat ditentukan tingkat 
efektifitasnya. Nurlan mengkalsifikasian indikator 
tingkat efektifitas berdasarkan nilai perhitungan 
efektifitas tersebut (2006:49). Berikut ini merupakan 
tabel indikator untuk mengetahui seberapa tingkat 
efektifitas Pajak Hiburan yang disusun oleh Tim 





Lebih dari 100% Sangat Efektif 
91%-100% Efektif 
81%-90% Cukup Efektif 
61%-80% Kurang Efektif 
Kurang dari 60% Tidak Efektif 
  Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991 
 Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan 
oleh pajak hiburan terhadap Pajak Daerah di 
Tulungagung. Kontribusi dari pajak hiburan 
merupakan hasil dari pemungutan pajak hiburan yang 
kemudian akan dijadikan sebagai salah satu sumber 
pendapatan asli daerah. Dari hasil analisis kontribusi 
ini nantinya penulis akan mengetahui jumlah 
kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah yang 
ada di Tulungagung.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Potensi Pajak Hiburan 
 Masyarakat Tulungagung banyak tempat hiburan 
untuk mencari nafkah. Fakta ini ikut mempengaruhi 
pendapatan daerah di Tulungagung karena tempat-
tempat usaha tersebut merupakan obyek pajak dari 
pajak hiburan. Potensi pajak hiburan dapat dihitung 
dengan cara menghitung omset dari tempat hiburan 
dalam satu tahun dikalikan dengan tarif pajak hiburan 
yang berlaku. Hasil perhitungan potensi tersebut 
kemudian dapat disimpulkan seberapa besar potensi 
yang dimiliki khususnya potensi dari pendapatan 
pajak hiburan di Tulungagung (Mahmudi:84).  
Tabel 2: Perhitungan Potensi Pajak Hiburan tahun 
2012 







Bioskop 847.202.400 10% 84.720.240 
Karaoke 1.032.008.400 15% 154.801.260 
Ketangkasan/ 
Essedentil 
448.800.000 15% 67.320.000 
Billiard 142.080.000 15% 21.312.000 
Pertandingan 
Olahraga 
183.960.000 10% 18.396.000 
Jumlah Potensi Pajak Hiburan Tahun 
2012 
346.549.500 
Sumber : data diolah 2015 
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Tabel 3: Perhitungan Potensi Pajak Hiburan tahun 
2013 








Bioskop 1.029.530.315 10% 102.953.031 
Karaoke 1.292.383.240 15% 193.857.486 
Ketangkasan/ 
Essedentil 
708.258.045 15% 106.238.706 
Billiard 301.289.250 15% 45.193.287 
Pertandingan 
Olahraga 
263.116.090 10% 26.311.609 
Jumlah Potensi Pajak Hiburan Tahun 
2013 
346.549.500 
Sumber : data diolah 2015 
Tabel 4: Perhitungan Potensi Pajak Hiburan tahun 
2014 








Bioskop 1.106.227.400 10% 110.622.740 
Karaoke 1.427.188.690 15% 214.078.303 
Ketangkasan/ 
Essedentil 
759.208.395 15% 113.881.259 
Billiard 390.565.330 15% 58.584.799 
Pertandingan 
Olahraga 
296.391.315 10% 29.629.132 
Jumlah Potensi Pajak Hiburan Tahun 2014 346.549.500 
Sumber : data diolah 2015 
Analisis Efektivitas Pajak Hiburan 
 Efektifitas merupakan sebuah pengukuran 
dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan. Semakin tinggi persentase 
dari suatu hal maka semakin baik tingkat 
efektifitasnya. Efektifitas mengenai perpajakan 
termasuk pajak hiburan dapat diukur dengan rumus 
dan perhitungan sebagai berikut:  
Efektivitas =     x 100% 
   (Sumber : Halim, 2004:168)   
        Tingkat efektivitas pajak hiburan tahun 2012 
adalah : 
Efektivitas =     x 100%  = 124,07 %  
 Tingkat efektivitas pajak hiburan tahun 2013 
adalah : 
Efektivitas =     x 100% =   121,35 %  
Tingkat efektivitas pajak hiburan tahun 2014 adalah : 
Efektivitas =     x 100%  =   140 %  
Tingkat efektivitas yang selalu berada diatas 100% ini 
menunjukkan bahwa pemungutan pajak hiburan di 
Kabupaten Tulungagung sudah dilakukan dengan 
baik sehingga selalu mampu melalui dari target yang 
telah ditetapkan. 
Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap 
Pendapatann Pajak Daerah 
 Kontribusi dapat diartikan sebgai suatu 
sumbangan yang diberikan suatu pihak dan diberikan 
keapada pihak lainya untuk dimanfaatkan. Kontribusi 
dari pajak hiburan merupakan hasil dari pemungutan 
pajak hiburan yang kemudian akan dijadikan sebagai 
salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor 
pajak. 
Tabel 5: Kontribusi Pendapatan Pajak Hiburan 











2012 335.000.000  22.083.000.000 Sangat 
Kurang 
2013 449.000.000  25.539.000.000 Sangat 
Kurang 
2014 518.000.000  29.773.000.000 Sangat 
Kurang 
Sumber : Data Diolah 2015 
Tahun 2012 kontribusi hanya mencapai 1,51% yang 
termasuk ke dalam kategori sangat kurang. Pada 
tahun 2013 kontribusi pajak hiburan terhadap pajak 
daerah mampu meningkat sebesar 0,24% menjadi 
1,75%. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak 
daerah turun lagi pada tahun 2014 menjadi 1,73% atau 
turun sebesar 0,02%. 
Pembahasan 
1. Pembahasan dari Hasil Penelitian 
Jumlah potensi pajak hiburan di Tulungagung 
selalu mengalami kenaikan pada tahun 2012-2014. 
Tahun 2013 jumlah potensi pajak hiburan naik sebesar 
Rp. 128.004.619 atau sebesar 36% disbanding tahun 
2012. Jumlah tersebut ternyata kembali mengalami 
peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp.52.242.104 
atau sebesar 11% dari tahun 2013. Efektivitas pajak 
hiburan pada tahun 2013 turun sebesar 2,72% menjadi 
121,35 dibanding tahun 2012. Jumlah tersebut 
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meningkat menjadi 140% atau meningkat sebesar 
18,65%. Pada kolom penggalian pajak di tahun 2012 
penggalian pajak hiburan mencapai 96,67% dan turun 
sebesar 2,06% di tahun 2013 menjadi 94,61%. Tahun 
2014 penggalian potensi hampir mencapai angka 100% 
yaitu 98,33%. Jumlah tersebut naik sebesar 3,72% jika 
dibandingkan tahun 2013. 
Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap 
pendapatan pajak daerah selalu berada dibawah 2% 
dan cenderung tidak stabil atau fluktuatif. Tahun 2012 
kontribusi hanya mencapai 1,51% yang termasuk ke 
dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2013 
kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah 
mampu meningkat sebesar 0,24% menjadi 1,75%. 
Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah turun 
lagi pada tahun 2014 menjadi 1,73% atau turun sebesar 
0,02%. 
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 
Pajak Hiburan dan Permasalahan Penggalian 
Potensi Pajak Hiburan Di Kabupaten 
Tulungagung 
Petugas dispenda yang bertanggung jawab dalam 
pemungutan dan pengawasan pajak hiburan kurang 
memberikan pemberitahuan atau sosialisasi yang 
dilakukan terhadap para penyelenggara tempat 
hiburan, sehingga para penyelenggara tempat hiburan 
baru yang sebenarnya sudah bisa dikukuhkan sebagai 
wajib pajak justru terlambat melakukannya. 
Kurangnya ketegasan yang dilakukan Dispenda dalam 
menerapkan sanksi terhadap pelanggaran-
pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak 
juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang 




Penelitian ini membahas mengenai potensi pajak 
hiburan di Kabupaten Tulungagung serta 
kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah 
Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2014. 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan 
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah: 
1. Hasil perhitungan potensi pajak hiburan di 
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-
2014 dengan rincian pada tahun 2012 potensi 
pajak hiburan sebesar Rp.346.549.500 dan 
sebesar Rp.474.554.119 pada tahun 2013. 
Tahun 2014 potensi pajak hiburan di 
Tulungagung menunjukkan peningkatan 
menjadi Rp.526.796.233. 
2. Hasil perhitungan efektivitas pajak hiburan di 
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-
2014. Perhitungan efektivitas menunjukkan 
bahwa tingkat efektivitas selalu menunjukkan 
indikator sangat efektif. Tahun 2012 tingkat 
efektivitas pajak hiburan sebesar 124,07 % dan 
berkurang menjadi 121,35 % pada tahun 2013. 
Jumlah tersebut naik menjadi 140% pada 
tahun 2014. 
3. Hasil kontribusi pajak hiburan terhadap pajak 
daerah selama tahun 2012-2014. Tahun 2012 
kontribusinya sebesar 1,51% dan sebesar 
1,75% pada tahun berikutnya yakni tahun 
2013. Tahun 2014 jumlah kontribusi pajak 
hiburan  berkurang menjadi 1,73%. Jumlah 
tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak 
hiburan terhadap pajak daerah selama tahun 
2012-2014 selalu berada di kategori sangat 
rendah. 
Saran 
 Berdasarkan dari kesimpulan penelitian, maka 
peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak 
yang terkait khususnya kepada Dinas Pendapatan 
Kabupaten Tulungagung maupun kepada peneliti 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
a) Dispenda Tulungagung sebaiknya melakukan 
sosialisasi dan upaya-upaya terhadap para 
pengelola atau penyelenggara tempat hiburan, 
khususnya kepada para penyelenggara tempat 
hiburan  baru agar secepatnya mengukuhkan 
diri sebagai wajib pajak dari pajak hiburan dan 
melakukan pembayaran pajak hiburan.  
b) Dispenda Tulungagung sebaiknya mampu 
memberikan sanksi tegas terhadap segala 
macam bentuk pelanggaran maupun 
kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak 
dalam melakukan pembayaran pajak hiburan 
untuk memberikan efek jera dan 
meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang 
terjadi saat pembayaran pajak hiburan. 
c) Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan 
melakukan penelitian semacam ini disarankan 
untuk menambah jangka waktu dari objek 
penelitian. Misalnya menambahkan tahun 
penelitian dari yang hanya 3 tahun dari tahun 
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